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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, Pengertian desa adalah sebuah perwujudan geografis
(wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan
kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah
lain di sekitarnya. Secara administratif desa merupakan pemerintahan pertama
yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara
langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.
Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya dalam menjalankan roda
pemerintahan. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yaitu
warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak dan
wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk sebuah
kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.

Tugas pokok dari Pemerintah Desa dapat dilihat pada Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu, berusaha mengatur, mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan
pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan
desa. Pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan
dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya

pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.



Keuangan yang dimiliki desa berasal dari sumber pendapatan desa, yang
meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi
Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan
Pemerintah Kabupaten dan sumbangan pihak ketiga. Salah satu sumber
pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional
desa serta untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau
disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)
dari dana perimbangan yang dapat diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Penggunaan Anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh
persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70%
(tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa. Dengan
diterimanya dana bagi desa tersebut, maka pemerintahan desa harus siap dan
mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa. Di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 menerangkan
bahwa Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu

oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pada tahap



perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka

Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 adalah Perangkat Desa dengan penekanan pada

penyebutan fungsi, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penekanan pada

Perangkat Desa dengan penyebutan (nomenklatur) sesuai SOTK (struktur

organisasi tata kerja dan pemerintahan desa) yang diatur dalam Permendagri

Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Desa. Hal ini untuk memudahkan

pemahaman dan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak terkesan membuat struktur baru, dan

menghindari kerancuan penyebutan sekaligus mengharmonisasikan dengan
aturan terkait, terutama dengan Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman

Pembangunan Desa dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Pengadaan Barang Jasa di Desa.

Berikut beberapa isi dari Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Bagian 1 Pasal 1:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi yang pesat dengan
potensi pemanfaatan yang sangat luas, menyediakan peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi dalam jumlah yang sangat
besar. Hal ini terlihat dengan penggunaan sistem teknologi informasi khususnya
media elektronik dan aplikasi berbasis web merupakan hal yang sangat penting
dalam transaksi nasional maupun internasional khususnya dalam transaksi
keuangan.

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, telah mengubah
cara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sistem keuangan daerah untuk
meningkatkan kualitas informasi akuntansi atau kualitas laporan keuangan.
Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa
diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata kelola pemerintahannya
sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Begitu besar dana yang dimiliki oleh desa yang tentu sumbernya dari

Pemerintah pusat dan pihak lainnya yang diterima oleh desa, tentunya disertai



dengan tanggung jawab yang besar pula dalam  melakukan
pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut pemerintah desa diwajibkan
bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam
pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk membuat
beberapa laporan pertanggungjawaban keuangan. Salah satu aspek yang selalu
ikut berperan dalam Pengembangan Desa adalah Keuangan Desa dan Aset
Desa. Keuangan Desa berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang, sedangkan aset desa merupakan barang milik desa yang berasal
dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah. Untuk mengelola Keuangan
Desa maka dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa diharapkan dapat
mengelola Keuangan dengan baik dengan berlandaskan dengan Asas
Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, transparan, akuntabel, Partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar tidak timbul adanya potensi kecurangan pengelolaan keuangan di
desa, perlu diantisipasi dan dikendalikan melalui sistem serta dicegah sehingga
penggunaan dana di desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
desa secara keseluruhan, dalam hal ini seluruh instansi bersama-sama bersinergi
untuk pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa,
Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten.
Inspektorat yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaran

Pemerintah Desa dalam konteks untuk melakukan Pengendalian agar



meminimalisir terjadinya potensi tersebut dibawah naungan dari Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal untuk
mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan
ini selaras dengan adanya perhatian dari Komisi X1 Dewan Perwakilan Rakyat
RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi dilaksanakan pada
tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar
Pendapat (RDP) Komisi X1 tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian
waktu untuk penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi
rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan
Kementerian Dalam Negeri.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai
pengganti Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
menyebabkan perlunya penyesuaian aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) yang telah diimplementasikan. Baik itu pada menu, konten, dan
fitur-fiturnya agar sesuai dengan Permendagri. Oleh karena itu, Kementerian
Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama BPKP mengadakan acara launching
Aplikasi Siskeudes versi 2.0. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa
Kemendagri Raden Gani Muhammad membuka acara dengan menyampaikan
laporan penyelenggaraan pengembangan aplikasi Siskeudes versi 2.0. Aplikasi
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka untuk



meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam
Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana sehingga dapat
memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Sebagai
langkah awal penyesuaian dan penyempurnaan aplikasi Siskeudes, pada tanggal
9 September 2018 lalu telah dilakukan penyerahan bahasa program (source
code) aplikasi Siskeudes dari BPKP kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri. Sebagai langkah percepatan penyesuaian aplikasi Siskeudes versi
2.0, dibentuk Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan aplikasi Siskeudes
yang terdiri dari Tim Teknis yang berasal dari Ditjen Bina Pemerintah Desa dan
BPKP yang dituangkan dalam Keputusan Mendagri Nomor 900.05-8366 Tahun
2018. Raden Gani juga mengungkapkan sebagai tindak lanjut keputusan
tersebut, telah dilaksanakan langkah-langkah strategis oleh Tim Bersama dalam
rangka percepatan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Siskeudes
melalui pertemuan dan rapat teknis terpadu oleh tim teknis Kemendagri dan
BPKP.

Dalam penerapan sebuah sistem aplikasi didesa, sangat tidak mudah.
DeLone dan McLean 1992 melakukan penelitian mengenai kesuksesan
implementasi suatu sistem informasi dengan mengembangkan suatu model
yang mereka sebut dengan nama Model Kesuksesan Sistem Informasi DelL.one
dan McLean (D&M IS Success Model). peningkatan sebuah sistem menjadi
sebuah sistem yang mempermudah pekerjaan user juga perlu dipertimbangkan
untuk ditingkatkan. Penelitian ini mengadopsi komponen-komponen yang ada

pada model DeLone and McLean yaitu information quality, sistem quality,



service quality, untuk dijadikan model awal untuk mengukur sejauh mana
kesuksesan implementasi aplikasi sistem keuangan desa di Kabupaten Tegal
dalam mempermudah kinerja pegawai yang bekerja di Desa yang berada di
Kabupaten Tegal dan faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan dan
kegagalannya agar dapat dievaluasi untuk pengembangan dan perbaikan
selanjutnya.

Untuk melengkapi model penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini, peneliti mengadopsi model penelitian dari TAM (Techology Acceptance
Model). TAM merupakan teori yang mendasarkan pada Theory of Reasoned
Action (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisbein (1980) Dalam
Fatmawati Endang (2015). TRA memberikan informasi adanya reaksi serta
persepsi pengguna Teknologi Informasi (Tl) yang pada akhirnya akan
mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut.
Kemudahan (ease) bermakna tidak terdapat kesulitan atau terbebaskan dari
kesulitan atau tidak perlu berusaha keras. Untuk itu, persepsi mengenai
kemudahan menggunakan ini merujuk pada keyakinan individu
bahwa sistem Tl yang akan digunakan tidak merepotkan atau tidak
membutuhkan usaha yang besar, pada saat digunakan. Apapun yang dirasa baik
terhadap manfaat Tl (Perceived usefulness) dan persepsi kemudahan
penggunaan T1 (Perceived ease of use) mempengaruhi sikap (Attitude) individu
terhadap penggunaan T1 yang biasanya dibuktikan dengan rasa kepuasan oleh
pengguna sistem, yang selanjutnya akan menentukan apakah orang berniat

untuk menggunakan TI (Intention).


https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669/
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem/13088
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669/

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dipaparkan, penliti
berusaha menganalisis lebih dalam tentang Pengujian Kesuksesan Sistem
Informasi DeLone & Mclean pada Sektor Publik yang dilakukan oleh Tan et al
(2015) serta menambahkan perbedaan objek yang diteliti dan menambah model
penelitian yaitu kolaborasi dengan model penelitian TAM. Pengkajian tersebut
dilakukan karena melihat begitu krusialnya SISKEUDes dalam mengolah
laporan kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa dan masih banyaknya
penelitian yang tidak konsisten mengenai DeL.one and Mclean success model
dan TAM dengan mengacu pada penelitian Budiman (2013) sehingga peneliti
tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut, “Analisis Kualitas
SISKEUDes terhadap Kepuasan Pengguna: Persepsi Kemudahan

Pengguna Sebagai Variabel Intervening”

. Perumusan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian sektor publik yang berusaha meneliti
sejauh mana keefektifan implementasi SISKEUDes dengan menggabungkan
pendekatan model kesuksesan sistem informasi DelLone dan McLean TAM.
Secara lebih rinci, rumusan masalah penelitian dituliskan dalam pertanyaan
penelitian dengan mendasarkan pada 11 pengukuran sebagai berikut:
1. Apakah kualitas sistem SISKEUDes mempengaruhi kepuasan kegunaan

pengguna SISKEUDes?

2. Apakah kualitas informasi yang dihasilkan SISKEUDes mempengaruhi

kepuasan pengguna SISKEUDes?
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3. Apakah kualitas pelayanan dari SISKEUDes mempengaruhi kepuasan
pengguna SISKEUDes?

4. Apakah persepsi kemudahan pengguna SISKEUDes mempengaruhi
kepuasan pengguna SISKEUDes?

5. Apakah kualitas sistem SISKEUDes mempengaruhi kepuasan pengguna
SISKEUDes melalui persepsi kemudahan pengguna SISKEUDes?

6. Apakah kualitas informasi SISKEUDes mempengaruhi kepuasan
pengguna SISKEUDes melalui persepsi kemudahan pengguna
SISKEUDes?

7. Apakah kualitas pelayanan SISKEUDes mempengaruhi kepuasan
pengguna SISKEUDes melalui persepsi kemudahan pengguna

SISKEUDes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem SISKEUDes terhadap
kepuasan kegunaan pengguna SISKEUDes.

2. Untuk menganilisis pengaruh kualitas informasi yang dihasilkan
SISKEUDes terhadap kepuasan pengguna SISKEUDes.

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dari SISKEUDes terhadap
kepuasan pengguna SISKEUDes.

4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan pengguna SISKEUDes

terhadap kepuasan pengguna SISKEUDes.
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5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem SISKEUDes terhadap
kepuasan pengguna SISKEUDes melalui persepsi kemudahan pengguna
SISKEUDes .

6. Untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi SISKEUDes terhadap
kepuasan pengguna SISKEUDes melalui persepsi kemudahan pengguna
SISKEUDes.

7. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan SISKEUDes terhadap
kepuasan pengguna SISKEUDes melalui persepsi kemudahan pengguna

SISKEUDes.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapa bermanfaat yaitu:
a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi, yaitu tentang
kualitas laporan keuangan desa.
b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya
yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan desa,

SISKEUDes dan sistem informasi akuntansi.
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2. Manfaat praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan
balik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
pelayanan publik pada Desa yang ada di Kabupatem Tegal sebagai
institusi pengguna SISKEUDes. Dengan penelitian ini juga diharapkan
dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab berhasil tidaknya
implementasi sebuah sistem informasi, sehingga dapat dijadikan sebagai
pedoman untuk pengembangan sistem informasi di institusi lain dan

atau untuk pengembangan sistem informasi yang baru.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.
BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan secara singkat jenis penelitian, populasi dan
penentuan sampel penelitian, data dan sumber data, variabel dan

pengukurannya, dan teknik analisis data.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, analisis statistik
deskriptif, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran.



